RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( RLPPD )

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

Capaian kinerja kinerja makro menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian
kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta
dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Tahun 2023
Tabel 1.1
. . Capaian Kinerja Capaian Kinerja e e .

No Indikator Kinerja Makro T':lhun 2022’ T:hun ZOZBJ Laju Kinerja
1. | Indeks Pembangunan Manusia 70.18 70.76 0.826

2. | Angka Kemiskinan 11.94 11.21 -6.114
3. | Angka Pengagguran 4.16 4.12 -0.962
4. Pertumbuhan Ekonomi 6.63 6.15 -7.24

5. Pendapatan per Kapita 28.289.006 25.793,24 -8.822
6. Ketimpangan Pendapatan 0.367 0.342

Sumber data : BPS Kab. Majalengka 2024

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya :

1. Urusan Pendidikan
A) Capaian Kinerja Outcome
Capaian Kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator
Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :
Tabel 1.2
. e . Capaian Capaian
No Indikataliinehia Kuig Kinerja Tahun 2022 Kinerja Tahun 2023
1 Tingkat -p-art/'s./pasi warga negara usia 5-6 tahun yang 95,26 80,99
berpartisipasi dalam PAUD.
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang
2. o L 90.52 90,90
berpartisjpasi dalam pendidikan dasar
3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang 84.61 8511
" | berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama ) '
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang
4, belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah 97.63 44,21
yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
B) Realisasi Belanja Urusan Pendidikan
Realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 534,778, 147,595 serapan
98.11% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
Tabel 1.3
No Program Kegiatan Anggaran Realisasi Serapan
1. | Program SPM pendidikan | Kegiatan pemenuhan layanan dasar 35,275,731,550 | 35,227,925,250 | 99.86 %
Anak Usia Dini SPM PAUD
Kegiatan Pemenuhan kualitas dan 901,582,250 894,204,050 | 99.18 %
pemerataan layanan satuan
Pemenuhan jumlah pendidik dan 4,939,200,000 4,928,100,000 | 99.78 %
tenaga kependidikan (PAUD)
Pemenuhan kualitas pendidik dan 17,850,000 17,846,700 | 99.98 %
tenaga kependidikan (PAUD)
2. Program SPM pendidikan Kegiatan pemenuhan layanan dasar 212,306,524,200 | 211,511,320,063 | 99.63 %
Dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket
A/Paket B)
Pemenuhan kualitas dan pemerataan 47,003,981,500 46,659,847,015 | 99.27 %
layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket
A/Paket B)
Pemenuhan jumlah pendidik dan 230,856,372,720 | 222,169,973,317 | 96.24 %
tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket
A/Paket B)




Pemenuhan kualitas pendidik dan 495,444,700 447,792,000 | 90.38 %
tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket

A/Paket B)
3. | Program pendidikan Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar 12,995,450,000 | 12,631,749,200 | 97.20 %
Kesetaraan SPM (Kesetaraan)
Pemenuhan Jumlah Pendidik dan 213,600,000 208,800,000 | 97.75%

Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)

2.

C) Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai
berikut :
Data siswa usia sekolah belum optimal dikarenakan sebagian siswa menempuh pendidikan diluar
kabupaten atau siswa tersebut menempuh pendidikan jalur nonformal (pesantren). Sehingga untuk
mendapatkan data yang real belum bisa terlaksanakan sesuai kebutuhan.
Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak wusia dini (PAUD) yang bermutu, merata,
terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 5-6 tahun yang belum
terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini.
Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat
yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan
relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan
produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Masih rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan karena belum memenuhi standar
kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga
kependidikan yang belum optimal.
Pemenuhan kebutuhan alat tulis dan kelengkapan siswa belum mencapain sasaran dengan
sempurna dikarenakan keterbatasananggaran yang tersedia.
Masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi berdasarkan rapor pendidikan jenjang SD
a. Literasi SD = 61,49Numerasi = 47,87
b. Literasi = 63,48 Numerasi = 41,84

Nilai capaian tersebut masih di bawah rata-rata kompetensi minimum sehingga perlu ditingkatkan.

Urusan Kesehatan
A) Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator
Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
. . . Capaian Capaian
No Indikat R Ja Kundg Kinerja Tahun 2022 Kinerja Tahun 2023
1. | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk 0.70 0,80
5 Persenta-se RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang 100 83,33
terakreditasi
3 Eersenta;e 1bu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan 100 99,84
1bu hamil
4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan 100 100
" | persalinan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan 100
5. . . 100
kesehatan bayi baru lahir
6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100 e
Persentase anak usia pendidikan dasar yang
7. , 98.21 89,72
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
8. Per;gntase orang usia 15 f59 tahun mendapatkan 76.44 43,49
skrining kesehatan sesuai standar
9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas 7286 9361
" | mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ) '
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan 100
10. , 76.80
pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan 100
11. ) 100
kesehatan sesuai standar
1 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan 100 100
" | kesehatan jiwa sesuai standar
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan 100
13. : 100
TBC sesual standar
14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV 7776 9954
" | mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ' '




3.

B) Realisasi Belanja Urusan Kesehatan
Realisasi belanja urusan kesehatan di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 3.094.774.620 serapan 100%

dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :
________________
Nama Program dan Kegiatan ‘ Anggaran CEIEN]

Pengelolaan Pelayanan Ibu hamil 69.320.000 69.320.000
Pengelolaan pelayanan ibu bersalin 236.800.000 236.800.000
Pengelolaan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 155.755.000 155.755.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 87.840.000 87.840.000
Pengelolaan pelayanan pada pendidikan usia sekolah dasar 183.236.020 183.236.020
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 85.562.500 85.562.500
Pengelolaan pelayanan kesehatan Lanjut usia 446.250.000 446.250.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 7.525.000 7.525.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.226.404.073 1.226.404.073
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 22.825.000 22.825.000
Pengelolaan pelayanan terhadap terduga TBC 2.615.341.700 2.615.341.700
Pengelolaan pelayanan terhadap berisiko tertular HIV 570.000.000 570.000.000

Jumlah Total 3.094.774.620 3.094.774.620

C) Permasalahan yang dihadapi

B
b

eberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai
erikut :
Tingginya jumlah kasus beresiko HIV.

Kemungkinan tidak maksimalnya Puskesmas dalam pelayanan ibu hamil dikarenakan tidak terjalinnya koordinasi yang
baik diantara bidan desa dan klinik swasta yang menangani ibu hamil.

Masih ada beberapa Puskesmas yang belum maksimal dalam penginfutan data ke SIHA dikarenakan tidak adanya
laptop/komputer untuk menginfut data SIHA.

tidak sinkronnya anatara data HIV di SIHA dan data TB di SITB.

Masih ada ODHA yang Lost To Follow Up dan ODHA yang belum akses dalam pengobatan ARV dikarenakan jarak ke
layanan PDP HIV yang jauh dan membutuhkan biaya buat transportasi.

Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
A) Capaian Kinerja Outcome
Capaian Kinerja urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun

2

023 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :
Tabel 1.6

No

Capaian Capaian

Indikag o L | Kinerja Tahun 2022 Kinerja Tahun 2023

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
terhadap rumah tangga

80.91 71.31

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh

layanan pengolahan air imbah domestik 69.76 =

Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak

huni bagi korban bencana kabupaten 100 o

B) Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum
Realisasi belanja urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar
16,424,598,000 serapan 91.68% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No

Program Kegiatan Anggaran Realisasi Serapan

Program pengelolaan dan Pengelolaan dan Pengembangan 16,626,524,000 15,138,136,000 | 91.05 %
pengembangan sistem Sistem Penyediaan Air Minum
penyediaan air minum (SPAM)

Program pengelolaan dan Pengelolaan dan Pengembangan 1,288,000,000 1,286,462,000 | 99.88 %
pengembangan sistem air Sistem Air Limbah Domestik
limbah

Pembangunan dan Rehabilitasi rumah bagi korban 180,000,000 160,000,000 | 88.89 %
Rehabilitasi Rumah Korban bencana
Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten

C) Permasalahan yang dihadapi

B
b

eberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai
erikut :




Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal
maupun internal adalah sebagai berikut:
a. Program dan Kegiatan pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang sesuai dengan Peraturan Menteri
PUPR RI Nomor 29/PRT/2018, belum ter-cover secara utuh dan spesifik di dalam RPJMD maupun Renstra Dinas
PKPP Kabupaten Majalengkay;
b. Terkait hal-hal teknis pelayanan dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan
tidak berjalan optimal.
4. Urusan Trantibumlinmas
A) Capaian Kinerja Outcome
Capaian Kinerja urusan trantibumlinmas yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 berdasarkan
Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
. . . Capaian Capaian
No Indikator Kinerja Kunci Kinerja Tahun 2022 Kinerja Tahun 2023
1. | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat
. ) 100 100
diselesaikan
2. | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 100
3. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
. . 100 100
informasi rawan bencana
4. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
P 100 100
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan
. 100 100
penyelamatan dan evakuasi korban bencana
6. | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi 4772 50.81
korban kebakaran
7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 10 12.12

B) Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas
Realisasi belanja urusan trantibumlinmas di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 9,229,394,600 serapan
87.89% dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No Program Kegiatan Anggaran Realisasi Serapan
1. Program peningkatan Penanganan Gangguan 8,591,996,600 7,322,090,600 | 85.21 %
ketenteraman dan Ketenteraman dan Ketertiban
ketertiban umum Umum
(trantibum)
2. | Program penangqulangan Pelayanan Pencegahan dan 1,908,964,000 1,907,304,000 | 99.91 %
bencana (kebencanaan) Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

C) Permasalahan yang dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai
berikut :
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal
maupun internal adalah sebagai berikut:
a.  Program dan Kegiatan pemenuhan SPM Bidang Urusan TRANTIBUM LINMAS yang sesuai dengan Permendagri No.
121 Tahun 2018, belum tercantum secara utuh dan spesifik di dalamRPJMD maupun Renstra Satuan Polisi Pamong
Praja dan pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
b.  Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadapPeraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal
ini PeraturanDaerah dan atau Peraturan Kepala Daerah;
c.  Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap penyelenggaraan TRANTIBUM LINMAS dan Pemadam Kebakaran dimana
SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
5. Urusan Sosial
A) Capaian Kinerja Outcome
Capaian Kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja
Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
. — . Capaian Capaian
No Indikator Kinerja Kunci Kinerja 'I";hun 2022 Kinerja 'Il':lhun 2023
1. | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan
. . . 99.18 75,51
pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar
panti
2. | Persentase korban bencana alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah 100 100
tanggap darurat bencana daerah kabupaten

C) Realisasi Belanja Urusan Sosial
Realisasi belanja urusan sosial di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 sebesar 7,397,076,000 serapan 100% dengan
program/kegiatan unggulan sebagai berikut :




No Program Kegiatan Anggaran Realisasi Serapan

1. | Program rehabilitasi sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 1,195,164,000 1,195,164,000 100%
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial

Perlindungan Sosial Korban Bencana 195,852,000 195,852,000 100%
Alam dan Sosial Kabupaten

D) Permasalahan yang dihadapi
Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai
berikut :
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal
maupun internal adalah sebagai berikut:

a. Penghitungan pencapaian mutu SDM yang dipersyaratkan berbanding terbalik dengan realisasinya, dimana dalam
Permendagri 59 Tahun 2021 tercantum semakin besar data yang tercatat dan semakin besar penganggaran maka
hasil capaian mutu akan memperoleh nilai besar, sedangkan realitanya data terlantar yang ada memang jumlahnya
minim demikian juga penganggarannya sehingga tidak bisa memberikan kontribusi nilai lebih banyak;

b. Idealanya semakin data terlantar yang ada maka mencerminkan semakin aman dan nyaman lingkungan dan
wilayahnya demikian semakin sedikit anggaran yang diajukan maka semakin efisien pelaksanaannya karena semua
layanan telah dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas sosial dengan melakukan sinergi dan
koordinasiintensif antar perangkat daerah, kiranya untuk beberapa layanan dasar khusus bidang sosial diberikan
perlakuan yang berbeda baik dari sisi penanganan, pembiayaan dan penghitungan capaian mutu pelayanan sehingga
kinerja bidang sosial bisa terlihat penanganannya berhasil 100 persen dengan berbagai inovasi bahkan bisa lebih
efisien dari sisi anggaran.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1.

Hasil EPPD Tahun sebelumnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Tahun 2022. Kabupaten Majalengka berdasarkan EPPD Tahun 2023 terhadap LPPD Tahun 2022 mendapatkan
hasil dengan Skor Kinerja 3,2555 dan Status Kinerja Sedang.

Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2022 Nomor 19B/S-HP/XVIIL.BDG/05/2023 tanggal 11 Mei 2023. Kabupaten Majalengka mendapatkan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian predikat (WTP) yang berarti 12 kali WTP dari 2012 s.d 2022.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Unaudited Tahun 2023 Realisasi Pendapatan
Kabupaten Majalengka Tahun 2023 mencapai sebesar 3.078.669.869.619,06 (98,62%) dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2023 mencapai 3.024.588.716.836,00 (96,42%).

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023
berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.9
URAIAN REF. ANGGARAN REALISASI 2023 %

PENDAPATAN 5.1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA |  5.1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah - LRA 51.1.1.1 174.388.210.375,00 155.232.982.485,00 | 89,02

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 51.1.1.2 18.049.318.726,00 13.276.775.081,00 | 73,56

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan - LRA 51.1.1.3 9.810.220.866,00 9.524.899.395,00 | 97,09

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 51114 349.735.345.756,00 346.111.245.240,06 | 98,96
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 551.983.095.723,00 |  524.145.902.201,06 | 94,96

PENDAPATAN TRANSFER 5.1.1.2

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- 5.1.1.2.1

Dana Perimbangan- LRA e

.DiEZ Transfer Umum-Dana Bagi Hasil BH) | 5 1 15 1 4 106.385.984.260,00 99.856.632.376,00 | 93,86

(D;A”S)T_ri’:;er Umum-Dana Alokasi Umum 511.2.1.2 1151.354.329.000,00 |  1.169.587.726.456,00 | 101,58




Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus

(DAK) Fisik - LRA 51.1.2.1.3 76.550.817.000,00 72.213.705.353,00 | 94,33
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus
(DAK) Non Fisik - LRA 511214 452.465.697.000,00 447.938.533.705,00 | 99,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan 1.786.756.827.260,00 1.789.596.597.890,00 | 100,16
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-

. 5.1.1.2.2
Lainnya - LRA
Dana Insentif Daerah - LRA 5.1.1.2.2.1 - 0,00 -
Dana Desa - LRA 511222 328.530.155.000,00 328.530.155.000,00 | 100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah 328.530.155.000,00 |  328.530.155.000,00 | 100,00
Pusat Lainnya
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA 5.1.1.23
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 5.1.1.2.3.1 206.425.371.069,00 191.720.517.537,00 | 92,88
Bantuan Keuangan - LRA 51.123.2 186.470.038.505,00 184.520.571.491,00 | 98,95
Jumlah Pendapatan Transfer Antar 302.895.409.574,00 |  376.241.089.028,00 | 95,76
Daerah
Total Pendapatan Transfer 2.508.182.391.834,00 | 2.494.367.841.918,00 | 99,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH -

5.1.1.3
LRA
Pendapatan Hibah - LRA 5.1.1.3.1 600.191.000,00 156.125.500,00 | 26,01
Dana Darurat - LRA 5.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Lainnya 5.1.1.3.1 0,00 0,00 0,00
Jumiah Lain-lain PendapatarflyaHgnSak 600.191.000,00 156.125.500,00 | 26,01
JUMLAH PENDAPATAN 3.060.765.678.557,00 | 3.018.669.869.619,06 | 98,62
BELANJA 5.1.2

BELANJA OPERASI 5.1.2.1
Belanja Pegawai 5.1.2.1.1 1.252.845.362.518,00 1.218.477.624.958,00 | 97,26
Belanja Barang 5.1.2.1.2 911.533.343.196,00 877.004.032.657,00 | 96,21
Belanja Bunga 5.1.2.1.3 0,00 0,00 0,00
Belanja Subsidi 51213 0,00 0,00 0,00
Belanja Hibah 51214 93.745.417.201,00 72.558.749.070,00 77,40
Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.5 9.502.000.000,00 9.442.300.000,00 99,37

Jumlah Belanja Operasi 2.267.626.122.915,00 | 2.177.482.706.685,00 | 96,02
BELANJA MODAL 5.1.2.2
Belanja Tanah 5.1.2.2.1 8.724.447.714,00 6.915.570.540,00 79,27
Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.2.2 139.428.145.487,00 130.675.228.152,00 93,72
Belanja Gedung dan Bangunan 51223 65.408.455.052,00 63.246.824.009,00 96,70
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.1.2.2.4 168.642.855.465,00 166.976.700.813,00 99,01
Belanja Aset Tetap Lainnya 51225 11.419.339.380,00 11.411.098.230,00 99,93
Belanja Aset Lainnya - - 0,00

Jumlah Belanja Modal 393.623.243.098,00 379.225.421.744,00 96,34
BELANJA TAK TERDUGA 5.1.23
Belanja Tak Terduga 5123 5.172.112.000,00 1.316.816.569,00 25 46
Jumlah Belanja Tak Terduga 5.172.112.000,00 1.316.816.569,00 | 25,46




BELANJA TRANSFER 5.1.2.4
Belanja Bagi Hasil 5.1.2.4.1 19.054.431.649,00 15.293.578.400,00 | 80,26
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah i i
Kabupaten/Kota -
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
ke Daerah Provinsi - - -
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi 51242 451.323.501.140,00 451.270.193.438,00 | 99,99
atau Kabupaten/Kota kepada Desa
Jumlah Belanja Transfer 470.377.932.789,00 466.563.771.838,00 | 99,19
JUMLAH BELANJA 3.136.799.410.802,00 | 3.024.588.716.836,00 | 96,42
SURPLUS / (DEFISIT) (76.033.732.245,00) (5.918.847.216,94) | 7,78
PEMBIAYAAN 5.13
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.1.3.1
Penggunaan SiLPA 5.1.3.1.1 66.033.732.245,00 66.003.158.758,98 | 99,95
Pencairan Dana Cadangan 51.31.2 40.000.000.000,00 40.336.198.456,00 | 100,84
H.as.|I Penjualan Kekayaan Daerah yang 51313 0,00 0,00 0,00
Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah 51314
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
5.1.3.1.5
Daerah I - -
Penerimaan Pembiayaan Lainnya _ - ,
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 106.033.732.245,00 106.339.357.214,98 | 100,29
PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.1.3.2
Pembentukan Dana Cadangan 5.1.3.2.1 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 | 100,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.13.22 0,00 0,00 0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah 5.13.23 0,00 0,00 0,00
Pemberian Pinjaman Daerah 51324 0,00 0,00 0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5.13.25 0,00 0,00 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 | 100,00
PEMBIAYAAN NETO 5.1.3 76.033.732.245,00 76.339.357.214,98 | 100,40
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran - 70.420.509.998,04

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Majalengka, Tahun 2024

5. INOVASI DAERAH

Inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka
Nomor PP.07/KEP.1329-BAPPEDALITBANG/2023 Tentang Inovasi Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

Daerah

SIMANGGA

Tabel 1.10
NO | Perangkat Daerah/Unit Kerja Judul Inovasi Bentuk Inovasi
1 Badan Penanggulangan Bencana | Sistem Informasi Majalengka Tangguh Bencana Inovasi Daerah lainnya

sesuai dengan Urusan

kewenangan Daerah

Pemerintahan yang menjadi

MIBANDA GELAS ( Mitigasi Bencana Alam melalui

Gerakan Literasi Anak Sekolah)

Inovasi Tata Kelola
Pemerintahan Daerah

2 Dinas Kesehatan

PSC 119 SARI MAS BARA (SISTEM INFORMASI
JEJARING EMERGENSI MASYARAKAT MAJALENGKA
BAGJA RAHARJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN

MAJALENGKA

Inovasi Pelayanan Publik

SIKASEP MEMBARA ( AKSI KELUARGA SEHAT
ENYAHKAN PENYAKIT MENUJU MAJALENGKA
BAGJA RAHARJA)

Inovasi Pelayanan Publik

3 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

PAPASTEN (Pelayanan Terintegrasi Percepatan
Kepemilikan Akta Kematian)

Inovasi Pelayanan Publik

PERMATA (Pelayanan Terintegrasi Percepatan
Kepemilikan Akta Kelahiran)

Inovasi Pelayanan Publik

PINDAI (Percepatan Aktivasi Identitas

Inovasi Pelayanan Publik




Kependudukan Digital)

4 UPTD Puskesmas Salagedang StoMerDiDaR (Stop Meroko Di Dalam Rumah) Inovasi Daerah lainnya
UPTD Puskesmas Salagedang sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
5 | UPTD Puskesmas Panyingkiran Si JELITA TB (Aksi Jemput Layani Penderita TB Inovasi Pelayanan Publik
PARU ) UPTD Puskesmas Panyingkiran
6 | UPTD Puskesmas Sindang Ceramah Pagi ( Cek Tekanan Darah Dirumah Inovasi Pelayanan Publik
Petugas Yang Datangi ) UPTD Puskesmas Sindang
7 | UPTD Puskesmas Sindangwangi | BERCHINTA (BERSAMA CEGAH HIPERTENSI DI Inovasi Pelayanan Publik
SEKITAR KITA) UPTD PUSKESMAS SINDANGWANGI
8 | UPTD Puskesmas Argapura GEREGET-HT (Gerakan Rereongan Cegat Inovasi Pelayanan Publik
Hipertensi) UPTD Puskesmas Argapura
9 | UPTD Puskesmas Kasokandel BEMO MASLAHAT (Berhenti Merokok Masyarakat | Inovasi Pelayanan Publik
dan Lingkungan Sehat) UPTD Puskesmas
Kasokandel
RICEK (RUTIN CEK KESEHATAN) UPTD PUSKESMAS | Inovasi Pelayanan Publik
KASOKANDEL
10 | UPTD Puskesmas Jatiwangi PELANGI TB (Pemberdayaan Layanan Masyarakat Inovasi Pelayanan Publik
TB Jatiwangi) UPTD Puskesmas Jatiwangi
11 | UPTD Puskesmas Sumberjaya POSYANTIP RAHARJA (POS PELAYANAN USIA Inovasi Daerah lainnya
PRODUKTIP RAHARJA) UPTD PUSKESMAS sesuai dengan Urusan
SUMBERJAYA Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
12 | UPTD Puskesmas Munjul BERGERAK (Berikan Edukasi Keluarga Untuk Periksa | Inovasi Pelayanan Publik
Kesehatan) UPTD Puskesmas Munjul
13 | UPTD Puskesmas Kadipaten STMJ (Stop TB melalui Jejaring dan Jaringan Inovasi Daerah lainnya
Puskesmas) UPTD Puskesmas Kadipaten sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
14 | UPTD Puskesmas Balida BATASI (BAlida TAnggap hipertenSI) UPTD Inovasi Daerah lainnya
Puskesmas Balida sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
15 | UPTD Puskesmas Talaga SAMBALADO ( SENAM SAMBIL BELAJAR LALU Inovasi Pelayanan Publik
TERDORONG HIDUP SEHAT ) UPTD PUSKESMAS
TALAGA
16 | UPTD Puskesmas Maja KURMA MANIS (KUNJUNGAN RUMAH MANDIRI Inovasi Daerah lainnya
DAN DINAMIS) UPTD PUSKESMAS MAJA sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
17 | UPTD Puskesmas Loji GERCEP TAS HERMES UPTD PUSKESMAS LOJI Inovasi Pelayanan Publik
18 | UPTD Puskesmas Cingambul Janda Kembang (Jaga Tekanan Darah Kelola Emosi | Inovasi Pelayanan Publik
dan Diet Seimbang) UPT Puskesmas Cingambul
19 | UPTD Puskesmas Bantarujeg JEBOL RESTI PIS-PK (JEMPUT BOLA RESIKO TINGGI | Inovasi Pelayanan Publik
PIS PK) UPTD PUSKESMAS BANTARUJEG
UPTD Puskesmas Malausma BABAR LANGSAR (BAWA BARENGAN LAYANI Inovasi Daerah lainnya
20 LANGSUNG ANTAR) UPTD PUSKESMAS sesuai dengan Urusan
MALAUSMA Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
CERIA SEMATA ( Cerdik Hari Ini Sehat Masa Tua) Inovasi Daerah lainnya
UPTD Puskesmas Malausma sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
21 | UPTD Puskesmas Sukamulya Penomeno Si Mas (Penanganan ODGJ Melalui Inovasi Daerah lainnya
Tenaga Berbasis Masyarakat) UPTD Puskesmas sesuai dengan Urusan
Sukamulya Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
22 | UPTD Puskesmas Waringin SEHATI (Setiap Rumah Didatangi) UPTD Puskesmas | Inovasi Pelayanan Publik
Waringin
23 | UPTD Puskesmas Lemahsugih LEMAHSUGIH SARASA (LEMAHSUGIH SATU DESA | Inovasi Pelayanan Publik
SATU KLUB EDUKASI DAN OLAHRAGA) UPTD
PUSKESMAS LEMAHSUGIH
GEBERIN PIS-PK (GERAKAN BERSAMA INTERVENSI | Inovasi Pelayanan Publik
PIS-PK) UPTD PUSKESMAS LEMAHSUGIH
24 | UPTD Puskesmas Sukahaji GRANAT MAS (GERAKAN NANYA BATUK Inovasi Pelayanan Publik
MASYARAKAT) UPTD PUSKESMAS SUKAHAJI
MAS PEJI (MASYARAKAT PEDULI JIWA) UPTD Inovasi Pelayanan Publik
PUSKESMAS SUKAHAJI
25 | UPTD Puskesmas Majalengka Cari Oleh Masyarakat Orang Terduga TB (COMOT Inovasi Pelayanan Publik




TB) UPTD Puskesmas Majalengka

26 | UPTD Puskesmas Jatitujuh KOPI HITAM (Kelompok Peduli Hipertensi dalam Inovasi Pelayanan Publik
Masyarakat) - PUSKESMAS JATITUJUH
27 | UPTD Puskesmas Rajagaluh Kampung Peduli Jiwa ( KAPUJI) UPTD Puskesmas Inovasi Pelayanan Publik
Rajagaluh
28 | UPTD Puskesmas Margajaya SOBAT HATE (Solusi Berobat Hipertensi/HT) UPTD | Inovasi Pelayanan Publik
PUSKESMAS MARGAJAYA
29 | UPTD Puskesmas Banjaran SIMBAR KENCANA (Solusi Inovatif Banjaran Inovasi Pelayanan Publik
Tanggap Keluarga Berencana)
30 | UPTD Puskesmas Kertajati Nganjang Mariksa Warga dengan Sistem Inovasi Pelayanan Publik
Kunjungan Terpadu ( NGARAKSA SIKUKUT)
PUSKESMAS KERTAJATI
31 | UPTD Puskesmas Panongan Kapus Cemas ti Peuting (Kaheman Puskesmas Inovasi Pelayanan Publik
Cegah Masyarakat Tina Peunyakit jeung stunting)
UPTD Puskesmas Panongan Tahun 2023
32 | UPTD Puskesmas Cikijing JEBOL POSKAMLING (JEMPUT BOLA POSBINDU Inovasi Pelayanan Publik
KAMPUNG KELILING) UPTD PUSKESMAS CIKUING
33 | UPTD Puskesmas Leuwimunding | GEMPITA TENSI ( GErakan Merubah Perilku Inovasi Pelayanan Publik
penderiTA hiperTENSI ) UPTD Puskesmas
Leuwimunding
34 | Badan Pendapatan Daerah GOES PAJAK (Gerakan sosialisasi edukasi sadar Inovasi Pelayanan Publik
pajak)
IMTAX (INTENSIFIKASI PEMASANGAN TAPPING Inovasi Pelayanan Publik
BOX)
KORSA PAJAK (KOLABORASI SIDAK PAJAK) Inovasi Daerah lainnya
sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
LAYANG PUTUS (LAYANAN DATANG JEMPUT Inovasi Pelayanan Publik
UANG SETORAN)
MASRAJHA (MASKOT PATRIOT PAJAK RAHARJA) Inovasi Pelayanan Publik
MOBILLAPAK (MOBIL LAYANAN PAJAK KELILING Inovasi Pelayanan Publik
RAHARJA)
NGOPI ASIK Inovasi Pelayanan Publik
NGOPI ENAK (ngobrolin pajak intensif dengan Inovasi Pelayanan Publik
komonitas pajak)
PAJAKUSTIK (PEMBERIAN EDUKASI PAJAK Inovasi Pelayanan Publik
MELALUI SENTUHAN AKUSTIK)
PD PBB P2 (PEMUTAHIRAN DATA PBBP2) Inovasi Pelayanan Publik
PESPA MERAH (PELAJAR SADAR PAJAK Inovasi Pelayanan Publik
MAJALENGKA RAHARJA BERHADIAH)
TALI JEJAKA Inovasi Pelayanan Publik
TAPPAK MERAH (PETUGA PEMUNGUT PAJAK Inovasi Pelayanan Publik
MAJALENGKA RAHARJA BERHADIAH)
ZAGA PAJAK (ZONA ASN DAN KELURAGA TAAT Inovasi Pelayanan Publik
PAJAK)
PESTA PBBP2 Inovasi Daerah lainnya
sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
35 Inspektorat SITILAWAS (Sistem Informasi Tindak Lanjut Inovasi Daerah lainnya
Pengawasan ) sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
36 | Dinas Ketenagakerjaan dan UKM | Inovasi Elektronik Layanan Administrasi Hubungan | Inovasi Pelayanan Publik
Industrial Tenaga Kerja Asing (E LAHIRTKA)
37 | Rumah Sakit Umum Daerah ELENA (Electronic Attendance) Inovasi Pelayanan Publik
Majalengka MONIKA (MONITORING KLAIM) Inovasi Pelayanan Publik
38 | Kecamatan Maja BEBERES MUSHOLA Inovasi Pelayanan Publik

CAMAT NGAJAR

Inovasi Pelayanan Publik

PEPELING (APEL PAGI kELILING)

Inovasi Daerah lainnya
sesuai

dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah

MAJA PEDULI

Inovasi Pelayanan Publik

EMBUN PADI (ENDAHNA MAPAG BAGJA URANG

Inovasi Pelayanan Publik




NINGKATKEUN POSYANDU STRATA MANDIRI)
39 | Kecamatan Palasah Anak Palasah Ber-KIA Inovasi Pelayanan Publik
40 | Kecamatan Rajagaluh Go! PeRan Masyarakat (Google Form Pengaduan Inovasi Pelayanan Publik
dan saran Masyarakat)
41 | Kecamatan Kadipaten Grebeg PBB Inovasi Daerah lainnya
sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
42 | Kecamatan Cikijing "OPTIMALISASI DAN EFISIENSI E-PEDES GO Inovasi Daerah lainnya
CIKUING GINDING” (Optimalisasi dan Efisiensi sesuai dengan Urusan
Dokumen Elektronik Pemerintah Desa dengan Pemerintahan yang menjadi
Pemanfaatkan Google Form Menuju Cikijing kewenangan Daerah
Ginding)
43 Kecamatan Lemahsugih INOVASI KECAMATAN LEMAHSUGIH "WALUH" Inovasi Daerah lainnya
(WARGA TEU NGELUH) sesuai dengan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
42 | Kecamatan Sukahaji SUKA SI MEGA (SUKAhaji Slap MElayani warGA) Inovasi Pelayanan Publik
45 | Kecamatan Jatitujuh PEDE AJA (Pembina Desa Wujudkan Masyarakat Inovasi Pelayanan Publik
Sejahtera)

Sumber data Bappedalitbang Kab. Majalengka 2023

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat

pada website www.majalengkakab.go.id.

Majalengka, 26 Maret 2024

BUPATI MAJALENGKA
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